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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal
13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang



Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
Tahun 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,
3.

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

S. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang
Selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2
RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Daerah yang disusun sebagai pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan
program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3
(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
pedoman penyusunan RPJMD.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

bab I memuat pendahuluan;

bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;

bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;

bab IV memuat visi dan misi Daerah;

bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan

. bab VI memuat penutup.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

me Ao o

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan
rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.



(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Ditetapkan di Painan
19 Desember 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,

Diundangkan di Painan
pada tanggal 19 Desember 2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM

Pembangunan adalah rangkaian upaya berkesinambungan yang
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat
kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan
tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk
memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dalam kurum
waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi
jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun terhitung tahun 2025-20435.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten
Pesisir Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup
kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan
RPJP Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan
pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan digunakan sebagai pedoman
dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-
masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan
rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas



pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
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inovasl pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagal
jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular: (iv) penerapan skema-skema
pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan
mendorong alih teknologi: dan (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui
sekuritisasi aset (asset securitization), daur ulang aset (asset recycling), tukar
guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang
dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (asset value
capture).

2. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (1
pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (entara lain: dana pensiun,
asuransl, instrumen di pasar modal, dan Sovereign Wealth Fund), (ii) inovasl
produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa,
jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim
yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk
pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun
bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (blended
financing) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana
filantropl, dana sosial korporasl maupun dana keagamaan, termasuk jaminan,
yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi
sektor non-publik dalam pembangunan nasional.

3. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non-publik diperkuat
dengan manajemen investasi yang perkualitas sehingga kapasitas pendanaan
yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan
manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identif,rkasi
investasi publik dalam setiap periode Jangka menengah; (i) penyempurnaan
proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (liil penyelarasan
prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iiil modernisasi
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Investasi publik; (iv) pelibatan
swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan
kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber
daya manusia manajemen investasl publik; dan (vi) penguatan transparansi dan
akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

Untuk pencapaian target-target RPJPD 2045, sangat diperiukan upaya untuk
mendorong dan meningkatkan penerapan pembiayaan sektor nonpublik terutama
pendanaan pembangunan untuk proyek-proyeksi strategis dengan menggunakan
skema blended finance.

RUSMA YUL ANWAR



